BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 16 TAHUN
2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

[u—y

TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan
umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya dipergunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu
dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gianyar Nemor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerali- daerah Tingkat Il
dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomeor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomeor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
— Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679,

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban
Kepala Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585},

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik I[ndonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
MNaoara Reaphlil Tndeanecia Namor S165)Y
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*4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelotaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosia] yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2006
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar ~ Nomor 7) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal
Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan
Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Reraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15);




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
dan
BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN GIANYAR NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:
. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah
Rp. 1.452.620.498.815,76 bertambah sejumlah Rp. 170.449.072.011,84 sehingga menjadi  Rp.
1.673.069.570.827,60 dengan rincian sebapai berikut :

a. Pendapatan Daerah :

1. Semula Rp. 1.339.991.904.092,07

2. Bertambah Rp. 93.340.000.188,21
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.433.331 904.280,28

b. Belanja Daerah :

1. Semula Rp. 1.445.120.498.815,76

2. Bertambah Rp. 215.689.498.011,84
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.660.809.996.827,60
Defisit setelah Perubahan Rp. (227.478.092.547,32)

¢. Pembiayaan Daerah :
1. Penerimaan :

a. Semula Rp. 112.628.594.723,69

b. Bertambah Rp. 127.109.071.823,63

Jumiah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 239.737.666.547,32

2. Pengeluaran :

a. Semula Rp. 7 .500,000.000,00

b. Bertambah Ep_ 4.759.574.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 12.259.574.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 227.478.092.547,32
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi scbagai berikut :
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | huruf a terdiri dari -
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah :

1. Semula Rp. 370.679.367.854.34
2. Bertambah Rp. 38.196.688.396,91
Tumlah Pendapatan Asli Daerah setelalh Perubahan Rp. 408.876.056.251,25

b. Dana perimbangan sejumlah :
Y = D Rp. 666.644.861.000,00




2. Bertambah Rp. 17.961.631.000,00

Jumlah Dang Perimbangan setelah Perubahan Rp. 684.606.492.000,00

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejum|ah -
I. Semula Rp. 302.667.675.237,73

2. Bertambah Rp. 37.18].680.791,30
———— 200 /71,30

Jumlah lain-ajn Pendapatan Daerap”
Yang sah setefah Perubahan

Rp. 339.8493 56.029,03

(2) Pendapatan Agli Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terd;y; dari jenis Pendapatan, -

a. Pajak daerah sejumlah
1. Semuia Rp. 248.254.234.254,60

2. Bertambah Rp. 21.173.297.751,88
Jumlah Pajak Daerah setejah Perubahan

b. Retribusi daerah sejumlah :
1. Semula Rp. 31.668.993.981,36

2. Bertambah Rp. 135.209.000,00
Jum]ah Retribusj Daerah setelah Perubaha

¢. Hasil pengelojaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejurniah :
. Semula Rp. 9.902.110.997, 56

Rp. 269.427.532.006,48

Rp. 3].804.202.981,36

2. Berkurang Rp. (1.089.573.119,43)
Jumlah Pendapatan Aglj Daerah setelal; Perubahan Rp. 881253 7.878,13

d. Lain-lain pendapatan asli daerap yang sah sejumlah

1. Semula Rp. 80.854.028.620,82
2. Bertambah Rp. 17.977.754.764,46
Jumlah Lain-lajn Pendapatan

Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 98.83; .783.385.28

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud Pada ayat ( 1 ) huruf b terd
a. Dana bagj hasi| pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah -
1. Semula Rp. 24.729.422.000,00

iri dari jenis pendapatan -

2. Bertambah Rp.  2.124.73] 000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 26.854.153.000,00

b, Dana alokasi umum sejumlah :

1. Semula Ep. 641.915.439.000,00
2, Eer!mrangr’{berkurang} R

ji 0,00
Jumlah Dana A lokasi Umum setelah Perubafan Ep. 641915 -439.000,00

¢. Dana alokasi khusys sejumiah :
l. Semuia

Rp. 0,00
2. Bertamhah Rp. 15.836.900,000.00
Jumlah Dana Alokas; Khusus setelal Ferubahan Rp. 15.836.900.000,00

(4) Lain-lajn pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ay
pendapatan :

a. Hibah sejumlah -

at (1) huruf ¢ terdir dari jenis

. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Hibap setelah Perubahan Rp. 0,00
b. Dana darurat sejumlah :
[. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Ep. 0,00

¢ Dana Bagi Hasi] Pajak sejumlah -
l. Semula Rp. 107.660.272,237.73
2. Bertambah Rp. 25.821,3?4.?91,30
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Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 134.481.647.029,03

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah

1. Semula Rp. 188.602.403 000,00
2. Bertambah Rp. 10.360.306.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp. 198.962.709.000,00

Khusus setelah Perubahan

¢. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah dagrah lainnya sejumlah :

I, Semula Rp.  6.405.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumiah Bantuan Keuangan dari Privins! atau Rp. 6.405.000.000,00

Dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah :

1. Semula Rp. 093.556.610,121,48
2. Bertambah Rp. 112.299.794.186.03
Jumiah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 1.105 £56.404.307,53
b. Belanja Langsung sejumlah :
1. Semula Rp. 451.563.888.694,28
2. Bertambah Rp. 103.389.703.825,79
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubaban Rp. 554.953.592.520,07

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai sejumlah :

1. Semula Rp. 838.350.786.398,02
2. Bertambah Rp. 74.716.962.015,97
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 913.067.748.413,99

b. Belanja bunga sejumiah :

1. Semula Rp. 0,00

2. Berkurang/(berkurang} Rp. 0,00

Jumlah Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00
¢c. Belanja subsidi sejumlah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00
d. Belanja hibah sejumlah :

1. Semula Rp. 22.514.709.500,00

2. Bertambah Rp. 11.267.990.500,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 33.782.700.000,00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah :

1. Semula Rp. 5.173.630.000,00

2. Bertambah Rp. 899,720.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 6.073.350.000,00
f. - Belanja‘'bagi hasil sejumlah :

1. Semula Rp. 32.725.923.715,46

2. Bertambah Rp. 3.902.065.183,04

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 36.627.988.898,50

g. Belanja bantuan keuangan sejumiah :

1. Semula Rp. 94.291.560.508,00

2. Bertambah Rp. 19.376.690.097,90

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setzlall Perubahan Rp. 1 13.668.250.605,90

L Tialam'e +1dal terdiiosa ceiumlah !




1. Semula Rp. 500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.136.366.389,14
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 2.636.366.389 14

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah :

1. Semula Rp. 44.133.377.143,00
2. Bertambah Rp. 393.384.922,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 44.526.762.065,00
b. Belanja barang dan jasa sejumlah :
1. Semula Rp. 216.148.533.142,44
2. Bertambah Rp. 72.669.506.013,63
Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 288.818.039.156,07
c. Belanja modal sejumiah :
1. Semula Rp. 191.281.978.408,84
2. Bertambah Rp. 30.326.812.850,16
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 221.608.791.299,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah

I. Semula Rp. 112.628.594.723,69
2. Bertambah Rp. 127.109.071.823,63
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 239.737.666.547,32
b. Pengeluaran sejumlah :
1. Semula Rp.  7.500.000.000,00
2. Bertambah Rp. 4.759.574.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 12.259.574.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah :

i. Semula Rp. 112.628.594.723,69
2. Bertambah Rp. 127.109.071.823.63
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 239.737.666.547 .32

seteldh Perubahan

b. Pencairan dana cadangan sejumlah :

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

¢. Hasil penjuaian kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumnlah :

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Hasil penjualan Kekayaan Daerah Rp. 0,00

yang dipisahkan setelah Perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/({berkurang) Rp. 0.00
Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00

e, Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumiah :
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp (.00
Jumlah Penerimaan kembali pemberian Rp. 0,00




Pinjaman setelah Perubahan

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah :

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Piutang setelah Perubahan Rp. 0,00

(3} Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah :

. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0.00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
. Semula Rp. 7.500.000.000,00
2. Bertambah Rp. 4.759.574.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) daerah setelah Rp. 12.259.574.000,00
Perubahan
¢. Pembayaran pokek utang sejumlah :
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang Rp. 0,00

Yang jatuh tempo setelah Perubahan

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah :

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan Rp. 0,00

Qbligasi daerah setelah Perubahan
Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran [ Ringkasan Perubahan APBD;

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintaban Daerah dan Organisasi
SKPD;

¢. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
SKPD, Program dan Kegiatan,

e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

g. Lampiran VI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

h. Lampiran VIII  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.




6. Ketentuan Pasal 8 diubah schingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal I1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangka\'h. .
Apar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 8 Oktober 2015

BUPATI GIANYAR,
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| ' K A, A. GDE AGUNG BHARATA é

Diundangkan di Gianyar A
pada tanggal 8 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

—p v

~ 0A BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR TAHUN 2015 NOMOR !
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI - (4/2015)



